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Abstract

The aim of this research is to analyze the authority of the Surakarta City Regional Government in
issuing Building Ownership Proof Letters (SBKBG). The research method uses normative legal methods
by interpreting law and legal construction through applicable legal norms. Data collection uses
library law studies with secondary data in the form of library materials such as books, literature and
related legal journals. The data analysis technique uses qualitative analysis. The research results show
that the Surakarta City Government issued Regional Regulation no. 14 of 2023 concerning Regional
Taxes and Regional Levies where in Article 1 No. 53 states that a Building Ownership Proof Letter
(SBKBG) is a letter of proof of the right to building ownership status which aims to guarantee legal
certainty and order in the construction of buildings, each building must meet the administrative
requirements and technical requirements of the building. The administrative requirements for
building buildings are intended to make it known in more detail that in order to construct a building,
there needs to be clarity on the status of the land, clarity on the ownership status of the building, as
well as legal certainty that the building being erected has received approval from the Regional
Government in the form of a building. The authority in issuing the SBKBG is to provide a legal
umbrella for related parties in the management of buildings in the Surakarta area, starting from
licensing, planning, construction implementation, utilization and suitability of buildings so that they
comply with regulations so that the safety of residents and the environment can be realized.

Keywords: role, city government, buildings

Abstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kewenangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta
dalam penerbitan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG). Metode penelitian
menggunakan metode hukum normatif dengan melakukan penafsiran hukum dan konstruksi
hukum melalui norma hukum yang berlaku. Pengumpulan data menggunakan studi hukum
kepustakaan dengan data sekunder berupa bahan pustaka seperti buku, literatur dan jurnal hukum
yang terkait. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa Pemerintah Kota Surakarta mengeluarkan Perda No. 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah di mana dalam Pasal 1 No. 53 menyebutkan bahwa Surat Bukti Kepemilikan
Bangunan Gedung (SBKBG) adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung
yang bertujuan untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam Penyelenggaraan
Bangunan Gedung, setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan
persyaratan teknis Bangunan Gedung. Persyaratan administratif Bangunan Gedung dimaksudkan
agar diketahui lebih rinci bahwa untuk mendirikan Bangunan Gedung, perlu ada kejelasan status
tanahnya, kejelasan status kepemilikan Bangunan Gedungnya, maupun kepastian hukum bahwa
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Bangunan Gedung yang didirikan telah memperoleh persetujuan dari Pemerintah Daerah dalam
bentuk Bangunan Gedung. Kewenangan dalam penerbitan SBKBG untuk memberikan payung
hukum bagi pihak terkait dalam penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Surakarta yang
dimulai dari perizinan, perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan, kelaikan bangunan
gedung agar sesuai ketentuan sehingga keselamatan penghuni dan lingkungan dapat terwujud.

Keywords: peran, pemerintah kota, bangunan gedung

PENDAHULUAN

Kebutuhan hidup manusia meningkat
setiap tahunnya. Peningkatan kebutuhan
tersebut sebanding dengan meningkatnya
kebutuhan kredit

pinjaman perbankan.

Dalam  pelaksanaan perjanjian  kredit
perbankan menimbulkan suatu hak dan
kewajiban yang harus dipenuhi oleh bank
sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur.
Di dalam perjanjian kredit perbankan, apabila
kedua belah pihak telah sepakat maka pihak
bank harus bersedia menyerahkan uang yang
diperjanjikan kepada nasabahnya serta bank
berhak untuk menerima pelunasan utang atas
pinjaman yang diberikannya.

Perjanjian kredit perbankan
umumnya mempersyaratkan suatu jaminan
pelunasan utang yang diajukan oleh nasabah
kepada pihak bank sebagai kreditur. Jaminan
tersebut dapat berupa benda bergerak
maupun tidak bergerak. Benda tidak bergerak
berupa tanah maupun tanah dan bangunan
merupakan objek jaminan pelunasan utang
yang paling banyak diminati oleh bank dalam
memberikan kreditnya karena mudah dalam
penjualan dan harganya dapat terus
meningkat setiap tahunnya serta mempunyai

tanda bukti kepemilikan dan dapat dibebani
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hak tanggungan yang memberikan hak-hak
istimewa kepada kreditur. Hak istimewa
tersebut dimiliki oleh kreditur preferen yang
berhak mendapat pelunasan atas piutangnya
terlebih dahulu dari hasil penjualan barang
Kreditor

dijaminkan. preferen

yang
merupakan  Kreditor

didahulukan

yang  pelunasan

piutangnya dari Kreditor

separatis dan konkuren dalam proses
kepailitan dan kreditur preferen adalah yang
tertinggi dibandingkan Kreditor lainnya?
Adanya jaminan pelunasan utang
yang dibebani hak tanggungan maka dalam
hal pemberian pinjaman kredit oleh bank
kepada nasabahnya dibutuhkan jasa Notaris-
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk
membuat Surat Kuasa Membebankan Hak
Tanggungan (SKMHT) dan Akta Pemberian
Hak Tanggungan (APHT). Pembebanan Hak
Tanggungan dapat dilakukan dengan dua
cara, yaitu pertama pemberi Hak Tanggungan
datang langsung untuk memberikannya
dihadapan PPAT dengan menandatangani
langsung APHT, kedua membebankan Hak
Tanggungan dengan menggunakan SKMHT
sebagai dasar bertindak dalam pemberian
Hak Tanggungan, cara yang kedua digunakan

apabila pemberi Hak tanggungan tidak dapat



hadir langsung dihadapan PPAT. Di dalam
SKMHT maupun APHT terdapat dua pihak
yang mengikatkan diri yaitu pemberi hak
tanggungan atau debitur sebagai pihak yang
menjaminkan objek hak tanggungan dan
pemegang hak tanggungan atau kreditur
sebagai pihak yang menerima objek hak
tanggungan sebagai jaminan atas piutang
yang diberikannya.

Dalam menjalankan tugas jabatan
Notaris-PPAT ketika menerima klien yang
ingin memasang hak tanggungan atas tanah
yang di atasnya berdiri bangunan gedung
maka penting untuk terlebih dahulu
menanyakan kepada klien tersebut mengenai
status kepemilikan hak atas tanah dan status
kepemilikan atas bangunan gedung tersebut.
Hal tersebut dilakukan karena di dalam
hukum pertanahan nasional menganut asas
pemisahan  horizontal yaitu  adanya
pemisahan antara tanah dan bangunan yang
berdiri diatasnya dan bahwa hak kepemilikan
atas tanah tidak serta merta meliputi hak atas
bangunan yang berada diatas tanah tersebut
karena bangunan berada dalam kepemilikan
si pembangun bangunan tersebut.2

Adanya asas pemisahan horizontal
tersebut di atas maka kepemilikan hak atas
tanah dan kepemilikan bangunan gedung bisa
dimiliki oleh orang yang berbeda. Bukti
kepemilikan hak atas tanah dituangkan dalam
Sertifikat Hak Milik

atas tanah yang

dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional,
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sedangkan bukti kepemilikan bangunan
gedung seharusnya dituangkan dalam Surat
Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung
(SBKBG) yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Daerah sebagaimana yang tertuang dalam
Pasal 277 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Suatu jaminan berupa tanah dan
bangunan yang kepemilikan hak atas tanah
dan kepemilikan bangunannya berbeda maka
di dalam blangko SKMHT yang terdapat dua
pihak yaitu pihak [ sebagai pemberi hak
tanggungan atau debitur  seharusnya
diklasifikasikan lagi menjadi dua yaitu I (a)
sebagai pemegang atau pemilik sertifikat hak
atas tanah dan I (b) sebagai pemilik bangunan
sehingga | (a) dan (b) adalah pemberi hak
tanggungan dan pihak Il adalah penerima hak
tanggungan atau kreditur. Namun pada
praktiknya jarang Notaris dalam membuat
SKMHT yang menyebutkan pihak I sebagai
atas tanah dan

pemilik  hak pemilik

bangunannya  siapa, rata-rata  hanya

menyebutkan pihak I sebagai pemilik hak
atas tanahnya saja selaku pemberi hak
tanggungan. Temuan tersebut tidak akan
menjadi masalah jika kepemilikan hak atas
tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya
dimiliki oleh satu orang saja, tetapi
sebaliknya akan menjadi masalah apabila

kepemilikan hak atas tanah dan bangunan



dimiliki oleh orang yang berbeda. Selama ini

untuk  mengetahui status kepemilikan

bangunan gedung Notaris-PPAT hanya
melihat pada ljin Mendirikan Bangunan
(IMB) saja, sehingga apabila sertifikat hak
atas tanahnya atas nama A tetapi IMB nya
atas nama Perseroan Terbatas (PT) maka
akan timbul pertanyaan “Bangunan tersebut
milik PT atau PT tersebut hanya sebagai
administrasi perijinannya saja?” apabila
dalam IMB tersebut tercantum atas nama si A
maka akan dianggap bangunan tersebut milik
si A, padahal seharusnya tidak demikian
karena sebagai bukti kepemilikan bangunan
gedung seharusnya dituangkan dalam Surat
Bukti  Kepemilikan

(SBKBG) sehingga IMB tidak dapat dijadikan

Bangunan Gedung
bukti kepemilikan bangunan gedung, oleh
sebab itu jika pemilik bangunan gedung tidak
mempunyai SBKBG maka tidak dapat
dikatakan sebagai pemilik atas bangunan
gedung tersebut. (Hasil wawancara dengan
Notaris-PPAT Dradjad Uripno, S.H., M.H di
Kota Surakarta pada tanggal 12 Desember
2023).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah = Pengganti  Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang yang mengubah
beberapa ketentuan dalam Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

Gedung salah satunya pada Pasal 35 ayat (2)
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dan bahwa

3)

“Pembangunan bangunan gedung dapat

ayat yang mengatur
dilakukan, baik di tanah milik sendiri maupun
di tanah milik pihak lain” dan “Pembangunan
bangunan gedung di atas tanah milik pihak
lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (2)
dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis
antara pemilik tanah dan pemilik bangunan
gedung.” Tidak hanya itu, suatu bangunan
gedung harus dibuktikan kepemilikannya
dengan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan
Gedung (SBKBG) terutama jika suatu
bangunan gedung berdiri di atas tanah yang
pemiliknya berbeda, tetapi berdasarkan hasil
wawancara dengan salah satu petugas
perwakilan Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang (DPUPR) Kota Surakarta
saat ini belum pernah
Bukti

(SBKBG).

faktanya sampai

diterbitkan  Surat Kepemilikan

Bangunan Gedung (Hasil
Wawancara dengan Ibu Tutik selaku sub
koordinator di dinas pelaksana penerbitan
SBKBG dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota
Surakarta).

Fakta tersebut tentunya bertentangan
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 Peraturan

tentang Penetapan

Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang yang mengubah
beberapa ketentuan dalam Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan



Gedung pada Pasal 37 ayat (4) yang mengatur
bahwa “Penerbitan sertifikat laik fungsi
bangunan gedung dilakukan bersamaan
dengan penerbitan surat bukti kepemilikan
bangunan gedung.” Dengan demikian jika
suatu bangunan gedung telah memiliki
sertifikat laik fungsi maka seharusnya juga
diterbitkan pula Surat Bukti Kepemilikan
Bangunan Gedung atau SBKBGnya.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang
dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (19) dan ayat
(21) Bukti

Kepemilikan

menjelaskan bahwa “Surat

Bangunan  Gedung

yang
selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat
tanda bukti hak atas status kepemilikan
Bangunan Gedung” dan “Pelaksana SBKBG
adalah unit organisasi yang melaksanakan
penerbitan dan pembaruan SBKBG di tingkat
pusat, provinsi, atau kabupaten/kota.” Di
277 (D)

Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang

dalam Pasal ayat Peraturan

Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung juga menjelaskan bahwa “Dalam hal
kumpulan Bangunan Gedung yang dibangun
dalam satu kawasan dan memiliki rencana
teknis yang sama, SLF sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 274 ayat (1) dan SBKBG
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat

(1) huruf a diterbitkan oleh Pemerintah
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Daerah  kabupaten/kota  untuk setiap
Bangunan Gedung.” Dengan demikian dapat
diketahui bahwa telah terdapat regulasi yang
mengatur mengenai penerbitan Surat Bukti
Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG),
tetapi pada praktiknya pemerintah daerah
Kota Surakarta belum pernah sama sekali
Bukti

Bangunan Gedung (SBKBG) dan untuk

menerbitkan  Surat Kepemilikan
membuktikan kepemilikan bangunan gedung
yang didirikan di atas tanah milik pihak lain
hanya dengan perjanjian tertulis antara
pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung
dan berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan

(IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung

(PBG).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan di dalam
penelitian ini adalah dengan metode hukum
normatif. Penelitian ini dilakukan dengan
melakukan penafsiran hukum dan konstruksi
hukum seperti dengan norma-norma hukum
berlaku

untuk menganalisis

yang
permasalahan yang dibahas. Metode ini akan
menggunakan studi hukum kepustakaan
dengan data sekunder berupa bahan pustaka
seperti buku, literatur dan jurnal hukum yang

terkait.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Bangunan Gedung menjadi tempat

manusia dalam  melakukan  kegiatan.



Bangunan gedung berperan strategis di
dalam pembentukan watak, perwujudan
produktivitas dan jati dirinya.
Penyelenggaraan bangunan gedung harus
diatur demi kelangsungan dan peningkatan
kehidupan serta penghidupan masyarakat.
Bangunan Gedung merupakan salah satu
wujud fisik pemanfaatan ruang, sehingga
pengaturan Bangunan Gedung tetap mengacu
pada pengaturan penataan ruang sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan
yaitu Undang-undang No. 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

UU Cipta Kerja tersebut mengatur
mengenai Persetujuan Bangunan Gedung,
standar teknis bangunan gedung, pihak
penyelenggara bangunan gedung, prosedur,
wewenang dan sanksi, kemudian
Berdasarkan Pasal 24 Angka 4 mengubah
Pasal 7 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung mengatur setiap
bangunan gedung harus memenuhi standar
teknis bangunan gedung sesuai fungsi dan
klasifikasi. UU Cipta Kerja juga mengubah
Pasal 34 UU No. 28 Tahun 2002 terkait pihak
penyelenggara bangunan gedung.
Penyelenggara bangunan gedung adalah
pihak-pihak yang wajib memenuhi standar

teknis bangunan gedung. Adapun pihak yang
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dimaksud berdasarkan UU Cipta Kerja adalah
Pemilik bangunan Gedung, Penyedia jasa
konstruksi, Profesi ahli, Penilik, Pengkaji
teknis dan Pengguna bangunan Gedung.
Selanjutnya dengan adanya PP Nomor 16
Tahun 2021 maka Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) dihapus dan diganti menjadi
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang
diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
dengan mengacu pada Norma, Standar,

Prosedur dan  Kriteria (NSPK) dari
Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, penyelenggaraan bangunan gedung
di wilayah Daerah kabupaten/kota
merupakan bagian dari urusan pemerintahan
bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
yang merupakan kewenangan pemerintah
kabupaten/kota, oleh karena itu Pemerintah
Kota Surakarta membuat peraturan yang
ketentuan

hal

mengatur penyelenggaraan

bangunan gedung, ini karena Kota

Surakarta merupakan salah satu kota yang

gencar melakukan pembangunan.

Meningkatnya kegiatan pembangunan

gedung di Kota Surakarta perlu diantisipasi
dengan pengaturan pembangunan gedung
antara

seimbang pengaturan

yang
administratif dan teknis sehingga proses
pembangunan dan pemanfaatan bangunan
tertib, dan

gedung dapat berlangsung



terwujud bangunan gedung yang handal,
serasi dan selaras dengan lingkungannya.

UU Cipta Kerja dan PP Nomor 16
Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung, merubah banyak
ketentuan bangunan Gedung, antara lain
dihapusnya IMB diganti dengan Persetujuan
Bangunan Gedung (PBG), terdapat beberapa
hal di dalam PP No 16 Tahun 2021 yang
belum diatur dalam Peraturan Daerah No 8

Tahun 2016 antara lain: 1) Kketentuan

mengenai pelaksanaan konstruksi bahwa

penyedia jasa pengawasan konstruksi harus

melakukan  pemberitahuan  pelaksanaan

setiap tahapan pekerjaan kepada Pemerintah
Daerah melalui Sistem Informasi Manajemen
Bangunan Gedung (SIMBG); 2) Penyedia jasa

pelaksanaan  konstruksi  tidak  dapat

melanjutkan pekerjaan pada tahap

selanjutnya sebelum Pemerintah Daerah

kabupaten/kota melakukan inspeksi dan

menyatakan dapat dilanjutkan; 3) ketentuan

mengenai kegiatan pasca pembongkaran

Gedung yang menjadi bagian dari standar

pembongkaran Gedung; 4) ketentuan

pengawasan Pembongkaran oleh aparat

pemerintah Daerah yang dilakukan dalam

rangka pemenuhan persyaratan sesuai

ketentuan yang berlaku; 5) ketentuan

mengenai Bangunan Gedung Hijau (BGH)

dimana  Pemerintah  Daerah  sebagai

penyelenggara BGH milik daerah; 6)
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ketentuan mengenai Hunian

(H2M)

Hijau
dimana Pemerintah

dan H2M menjadi

Masyarakat
Daerah mendampingi
bagian dari rencana aksi implementasi BGH;
dan 7) kewajiban Pemerintah Daerah untuk
menggunakan dan mengoperasikan SIMBG
dalam pelaksanaan proses Penyelenggaraan
Bangunan Gedung, maka Peraturan Daerah
Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Bangunan Gedung saat ini tidak relevan
karena

untuk diterapkan

baik

terdapat

inkonsistensi secara vertikal atau
peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi. Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian
dengan ketentuan dalam UU Cipta Kerja dan
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
2021.

Peraturan Daerah Kota Surakarta
belum menerbitkan perda lagi setelah
diundangkannya UU Cipta kerja tahun 2023,
padahal keberadaan Perda terbaru tentang
Bangunan Gedung bertujuan untuk menjamin
kepastian dan ketertiban hukum dalam
Penyelenggaraan Bangunan Gedung, setiap
Bangunan  Gedung harus  memenubhi
persyaratan administratif dan persyaratan
teknis Bangunan Gedung. Persyaratan
administratif Bangunan Gedung dimaksudkan
agar diketahui lebih rinci bahwa untuk
mendirikan Bangunan Gedung, perlu ada
kejelasan status tanahnya, kejelasan status
kepemilikan Bangunan Gedungnya, maupun

kepastian hukum bahwa Bangunan Gedung



yang didirikan telah memperoleh persetujuan
dari Pemerintah Daerah dalam bentuk
Bangunan Gedung. Persyaratan dokumen
dalam pengurusan BKBG antara lain sebagai
berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon.

2. Keterangan Rencana Kabupaten/Kota
(KRK).

3. Surat perjanjian pemanfaatan tanah
antara pemilik tanah dan pemilik

bangunan gedung (jika pemilik tanah
bukan pemilik bangunan).

4. Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
(SIPPT) (apabila diperlukan).

5. Dokumen lingkungan sesuai peraturan
perundangan.

6. Data penyedia jasa perencana konstruksi
badan  usaha/perseorangan, arsitek
berlisensi.

7. Dokumen rencana pengelolaan tapak,
efisiensi penggunaan energi, efisiensi

penggunaan air, kualitas udara dalam

material ramah

ruang, penggunaan

lingkungan, pengelolaan

limbah

sampah dan

pengelolaan  air (apabila
diperlukan).

8. Data teknis arsitektur yang meliputi
gambar situasi, gambar rencana tapak,
gambar denah, gambar potongan, gambar
tampak, gambar detail bangunan gedung.

9. Spesifikasi teknis meliputi spesifikasi

umum dan spesifikasi khusus.

10. Data teknis struktur gedung
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11. Data teknis mekanikal, elektrikal dan

plumbing
Sistem otonomi yang diberlakukan
sekarang berdasarkan UU No 23 Tahun 2014

adalah otonomi memberikan

yang
kewenangan otonomi kepada Kabupaten/

Kota didasarkan pada  asas

yang
desentralisasi dalam wujud otonomi yang
luas, dan jawab.

nyata bertanggung

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan
daerah untuk menyelenggarakan
pemerintahan yang mencakup kewenangan
di bidang politik luar negeri, pertahanan,
keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, serta
kewenangan lain yang ditetapkan melalui
Daerah/Kota.

Peraturan Pemerintah

Keleluasaan  otonomi mencakup pula
kewenangan yang utuh dan bulat dalam
penyelenggaraannya mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan
evaluasi. Wewenang daerah untuk membuat

peraturan  perundang-undangan  tingkat

daerah yang berasal dari tugas pembantuan
(medebewind) lebih terbatas dibandingkan
dengan urusan-urusan di bidang otonomi3.

Pemerintah daerah di dalam tugas

pembantuan kewenangan terbatas pada

teknis penyelenggaraan urusan, sedangkan
wewenang mengatur urusannya sendiri tetap
ada pada satuan pemerintahan yang dibantu.
Walaupun demikian, daerah memiliki
kebebasan sepenuhnya untuk mengatur cara-
cara melaksanakan

tugas pembantuan,



karena kebebasan tersebut (meskipun

terbatas pada cara-cara melaksanakan) di

mana daerah Dbertanggung jawab atas
pelaksanaannya, @ maka  dalam  tugas
pembantuan dianggap ada juga unsur

otonomi.

Pasal 17 UU No 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan
bahwa dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangannya,
daerah dapat menetapkan kebijakan daerah.
Salah satu bentuk kebijakan daerah adalah
Peraturan Daerah. Namun dalam menetapkan

kebijakan daerah tersebut Pemerintah

Daerah wajib mengacu pada norma,

prosedur, standar dan Kkriteria

yang

ditetapkan pemerintah. Wewenang

Pemerintah Kota Surakarta di dalam dalam

penerbitan  Surat Bukti = Kepemilikan
Bangunan Gedung (SBKBG) adalah
melakukan  pengkajian  secara  teknis
kesesuaian  ketentuan/persyaratan  tata
bangunan. Kajian secara teknis untuk
menyimpulkan  kesesuaian = pemenuhan

persyaratan teknis tata bangunan dalam

rencana teknis bangunan gedung terhadap

ketentuan dalam Rencana Tata Bangunan dan

Lingkungan, antara lain:

1. Persyaratan peruntukan dan intensitas
bangunan gedung meliputi peruntukan
lokasi, kepadatan, ketinggian, dan jarak

bebas bangunan gedung berdasarkan
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RTRW Nasional, RTRW provinsi, RTRW
kabupaten/kota, dan RDTRK;
2. Persyaratan arsitektur yang meliputi
tata dalam,

penampilan, ruang

keseimbangan, keserasian, dan
keselarasan dengan lingkungan; dan
dampak

3. Persyaratan pengendalian

lingkungan, berupa dampak negative
yang mungkin akan timbul

Kewenangan Pemerintah Kota di
dalam penerbitan SBKBG tersebut untuk
menjamin kepastian dan ketertiban hukum
dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung,
setiap Bangunan Gedung harus memenuhi
persyaratan administratif dan persyaratan
teknis Bangunan Gedung. Persyaratan
administratif Bangunan Gedung dimaksudkan
agar diketahui lebih rinci bahwa untuk
mendirikan Bangunan Gedung, perlu ada
kejelasan status tanahnya, kejelasan status
kepemilikan Bangunan Gedungnya, maupun
kepastian hukum bahwa Bangunan Gedung
yang didirikan telah memperoleh persetujuan
dari Pemerintah Daerah dalam bentuk
Bangunan Gedung dan Pemerintah Kota
Surakarta melakukan pengesahan dokumen
rencana teknis bangunan gedung, dokumen
diperiksa, dinilai (dievaluasi) dan disetujui
oleh Pemerintah, baik pada level nasional,
provinsi atau pemerintah kabupaten/kota,
sesuai untuk

dengan kelas gedungnya,

mendapat pengesahan berupa Izin

Mendirikan Bangunan Gedung. Terkait sub



bidang bangunan gedung dan lingkungan,
maka Pemerintah Kota Surakarta memiliki
lain:

kewenangan antara 1) Penetapan

Peraturan Daerah mengenai bangunan
gedung dan lingkungan mengacu pada NPSK
nasional; 2) Penetapan kebijakan dan strategi
mengenai bangunan gedung dan lingkungan;
3) Penetapan kelembagaan bangunan gedung
di kabupaten; 4) Penyelenggaraan Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) gedung; 5)
Pendataan bangunan gedung; 6) Penetapan
persyaratan administrasi dan teknis untuk
bangunan gedung adat, semi permanen,
darurat, dan bangunan gedung yang dibangun
di lokasi bencana; 7) Penyusunan dan
penetapan Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan (RTBL); 8) Pemberdayaan
kepada masyarakat dalam penyelenggaraan
bangunan gedung dan lingkungannya; 9)
dalam

Pemberdayaan masyarakat

penyelenggaraan bangunan gedung dan
lingkungan; 10) Penyelenggaraan bangunan
gedung dan lingkungan dengan berbasis
pemberdayaan masyarakat; 11)
Pembangunan dan pengelolaan bangunan
gedung dan rumah Negara yang menjadi aset
status

Pemerintah Kota; 12) Penetapan

bangunan gedung dan lingkungan yang
dilindungi dan dilestarikan yang berskala
lokal; 13) Pengawasan terhadap pelaksanaan
peraturan perundang-undangan pedoman
dan standar teknis dalam penyelenggaraan

bangunan gedung dan lingkungannya; 14)
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Pengawasan dan penertiban pembangunan,
pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan
gedung; dan 15) Pengawasan dan penertiban
pelestarian bangunan gedung dan lingkungan
yang dilindungi
berskala lokal.

dan dilestarikan yang

Adanya kewenangan Pemerintah Kota
Surakarta di dalam penerbitan SBKBG
tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung
ini akan memberikan payung hukum bagi
pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan
bangunan gedung yang berada di wilayah
Surakarta. Kewenangan Pemerintah Kota
Surakarta dengan membuat peraturan daerah
ini  dimaksudkan wuntuk mengatur dan
mengendalikan penyelenggaraan bangunan
gedung sejak dari perizinan, perencanaan,
pemanfaatan,

pelaksanaan konstruksi,

kelaikan bangunan gedung agar sesuai
dengan Kketentuan Peraturan Perundang-
undangan, sehingga penyelenggaraan
bangunan gedung dapat dilakukan secara
tertib dan berfungsi sesuai peruntukannya,
serta menjadi persyaratan administratif dan
teknis  bangunan, sehingga terwujud
keselamatan penghuni dan lingkungannya.
Hal ini penting mengingat penyelenggaraan
bangunan gedung di Daerah berkaitan

kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN
Kewenangan Pemerintah Kota di dalam

penerbitan SBKBG tersebut untuk menjamin



kepastian dan Kketertiban hukum dalam
Penyelenggaraan Bangunan Gedung, setiap
Bangunan  Gedung harus  memenuhi
persyaratan administratif dan persyaratan
teknis Bangunan Gedung. Kewenangan
Pemerintah Daerah Kota Surakarta di dalam
penerbitan SBKBG dapat memberikan payung
hukum bagi pihak-pihak terkait dalam
penyelenggaraan bangunan gedung yang
berada di wilayah Surakarta yang berfungsi
dengan membuat peraturan daerah bertujuan
mengatur dan mengendalikan
penyelenggaraan bangunan gedung mulai
dari perizinan, perencanaan, pelaksanaan
konstruksi, pemanfaatan, kelaikan bangunan
gedung agar sesuai ketentuan sehingga
keselamatan penghuni dan lingkungan dapat

terwujud.

SARAN

Pemerintah Kota Surakarta hendaknya dapat
menggunakan wewenang dalam penerbitan
SBKBG dalam perizinan bangunan demi
terwujudnya kepentingan masyarakat tanpa
menyalahi etika dan peraturan perundang-
undangan dengan tetap menerapkan asas-

asas umum pemerintahan yang baik.
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